BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

. bahwa untuk efektifitas dan untuk meningkatkan  kualitas pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu
dilakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 s
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4150) ;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 I

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443 8);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

UndangéUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang  Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 246),
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13. Peraturan  Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penegelolaan Barang
Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609):
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Penegelolaan Barang Milik Negara /Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 78);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2002 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

I9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Pasal 1

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini,

Pacal A
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2§ - |- 2015

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 - | 2015
SEKP RKIGGDAERAH KABUPATEN BUNGO,

O TAHUN 2015 NOMOR |

)




